BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, pertama, bentuk perlindungan
terhadap anak akibat inses dalam hukum positif Indonesia secara normatif telah
menjamin anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional penuh
tanpa diskriminasi. Perlindungan tersebut mencakup jaminan identitas hukum, hak
atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, akses layanan kesehatan dan
pendidikan, perlindungan dari stigma sosial, serta pemulihan psikologis dan sosial.
Secara argumentatif, hukum positif Indonesia menempatkan anak sebagai korban
yang harus dilindungi, dan secara tegas memisahkan kesalahan orang tua dari status
hukum anak. Dengan demikian, konstruksi hukum positif berorientasi pada prinsip
kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar perlindungan.

Kedua, hukum positif Indonesia mengakui hak keperdataan anak akibat
inses meskipun anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah. Anak memiliki
hubungan perdata yang pasti dengan ibu dan tidak memiliki hubungan keperdataan
dengan ayah biologis meskipun dapat dibuktikan secara hukum, mengingat
hubungan tersebut tidak dapat di legalkan melalui perkawinan yang sah. Hak
keperdataan berupa perlindungan hukum penuh sebagai anak, pengasuhan,
pemeliharaan, nafkah dan perlindungan sosial, secara yurididis di peroleh dari ibu
dan keluarga ibu, karena anak tidak dibebani akibat hukum dari perbuatan orang
tuanya.

Ketiga, kedudukan nasab anak akibat inses dalam perspektif hukum
keluarga Islam secara normatif hanya terhubung kepada ibu dan keluarga ibunya.
Nasab dalam hukum Islam ditentukan oleh keabsahan perkawinan, sehingga
hubungan biologis tidak serta-merta melahirkan hubungan nasab dengan ayah.
Prinsip ini berlaku dalam hukum positif maupun hukum Islam. Artinya, anak tetap
dipandang sebagai pribadi yang memiliki hak dan wajib dilindungi oleh hukum.
Anak akibat inses tidak boleh dianggap bersalah atau dibebani akibat hukum atas
hubungan yang dilakukan oleh orang tuanya.
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5.2 Rekomendasi

Rekomendasi ini menegaskan bahwa anak yang lahir akibat inses harus
ditetapkan sebagai subjek prioritas dalam kebijakan perlindungan ekonomi negara
melalui pengakuan sebagai anak dalam situasi kerentanan khusus, sehingga
memperoleh akses afirmatif, terintegrasi, dan berkelanjutan hingga mencapai usia
cakap hukum. Negara perlu menjamin prioritas terhadap program bantuan sosial
seperti PKH, BLT, jaminan kesehatan, bantuan pendidikan, dan intervensi gizi
dengan pendekatan child-centered budgeting yang berbasis kepentingan terbaik
anak serta bebas dari diskriminasi status kelahiran. Selain itu, perlu dikembangkan
skema perlindungan jangka panjang, termasuk pembentukan dana amanah anak
yang dikelola negara dan integrasi kewajiban nafkah ayah biologis dengan
kemungkinan mekanisme talangan negara apabila terjadi pengabaian kewajiban
sebagai bentuk tanggung jawab kolektif yang tidak membebankan seluruh risiko
pada ibu. Kebijakan ini bukan legitimasi atas hubungan terlarang, melainkan
manifestasi keadilan korektif dan distributif serta pelaksanaan kewajiban
konstitusional negara untuk menjamin keberlanjutan hidup, pertumbuhan, dan
kemandirian anak secara bermartabat hingga dewasa.
5.3 Implikasi

Pertama, Negara berkewajiban memastikan bahwa seluruh perangkat
hukum, termasuk regulasi turunan dan kebijakan teknis, secara efektif menjamin
perlindungan anak akibat inses tanpa diskriminasi. Penegakan hukum tidak boleh
berhenti pada penghukuman pelaku, melainkan harus berorientasi pada pemenuhan
hak konstitusional anak, meliputi identitas hukum, akses pendidikan, layanan
kesehatan, perlindungan sosial, serta pemulihan psikologis. Aparat penegak hukum,
lembaga perlindungan anak, dan pejabat administrasi kependudukan perlu memiliki
perspektif yang konsisten bahwa anak dalam konteks ini adalah korban yang harus

dilindungi sepenuhnya berdasarkan prinsip kepentingan terbaik anak.

Kedua, implikasi keperdataan dan kebijakan sosial. Secara yuridis,
konstruksi hukum yang hanya menghubungkan anak dengan garis maternal
berimplikasi pada pembebanan tanggung jawab pemeliharaan secara dominan

kepada ibu dan keluarga ibu. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan
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ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan intervensi negara melalui kebijakan
sosial afirmatif dan mekanisme penegasan tanggung jawab ayah biologis.
Ambiguitas normatif terkait hubungan perdata antara anak dan ayah biologis,
khususnya dalam aspek nafkah dan pemeliharaan, harus diatasi melalui pedoman
teknis yang eksplisit. Dalam kerangka hukum positif, semangat progresif
sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Nomor 46/PUU-V111/2010 dapat dijadikan landasan analogis untuk menegaskan
kewajiban alimentasi ayah biologis berdasarkan pembuktian ilmiah, tanpa harus
melegitimasi hubungan terlarang tersebut. Tanggung jawab tersebut perlu
dikonstruksikan sebagai tanggung jawab keperdataan yang berdiri sendiri (separate
civil liability), terlepas dari status perkawinan maupun pertanggungjawaban pidana
yang telah dijatuhkan.

Ketiga, implikasi dalam hukum keluarga Islam. Penegasan bahwa nasab
anak akibat inses terhubung kepada ibu memiliki konsekuensi terhadap kewarisan,
perwalian, dan hubungan kekerabatan. Namun, perkembangan ijtihad kontemporer
berbasis maqasid al-syari’ah membuka ruang pemisahan konseptual antara
persoalan nasab dan tanggung jawab finansial. Dengan bertumpu pada prinsip hifz
al-nafs dan hifz al-nasl, ketiadaan hubungan nasab tidak serta-merta menghapus
kewajiban moral dan sosial ayah biologis untuk menanggung kebutuhan dasar anak.
Pendekatan ini memungkinkan afirmasi perlindungan anak tanpa melanggar prinsip
larangan inses dalam syariat.

Keempat, implikasi sosial dan edukatif. Perlindungan normatif tidak akan
efektif tanpa transformasi kesadaran sosial. Diperlukan edukasi publik yang
sistematis untuk menegaskan bahwa anak tidak boleh dibebani akibat hukum
maupun stigma moral dari perbuatan orang tuanya. Tanpa perubahan perspektif
masyarakat, risiko diskriminasi dan marginalisasi akan terus melemahkan
efektivitas perlindungan hukum.

Secara metodologis, pengaturan tanggung jawab ayah biologis harus
dipahami sebagai pemisahan tegas antara larangan terhadap perbuatan dan
perlindungan terhadap akibat yang lahir darinya. Prinsip la taziru waziratun wizra

ukhra menegaskan bahwa anak tidak boleh menanggung dosa orang tuanya. Oleh
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karena itu, model tanggung jawab dapat dirumuskan melalui kewajiban nafkah
wajib berdasarkan pembuktian biologis, penetapan biaya pemeliharaan dan
pendidikan melalui putusan pengadilan, kemungkinan restitusi tambahan dalam
konteks tindak pidana, serta pengawasan negara untuk menjamin efektivitas
eksekusi.

Implikasi kebijakan yang lebih luas menuntut harmonisasi regulasi antara
hukum perdata, hukum pidana, dan hukum Islam; penyusunan pedoman teknis
lintas sektoral terkait pencatatan identitas dan pembuktian biologis; penguatan
kebijakan non-diskriminatif di bidang administrasi kependudukan, pendidikan, dan
layanan sosial; serta pembentukan mekanisme penetapan dan penagihan nafkah
yang dapat dieksekusi secara efektif.

Dengan konstruksi tersebut, perlindungan anak akibat inses bergerak dari
sekadar pengakuan normatif menuju model perlindungan yang komprehensif,
berkeadilan substantif, dan konsisten dengan prinsip kepentingan terbaik anak
sebagai fondasi sistem hukum nasional.

5.4 Keterbatasan Studi

Penelitian ini berbasis normatif, yang berarti tanpa menguji implementasi
secara empiris, penelitian ini bertumpu pada analisis peraturan perundang-
undangan, doktrin, dan keputusan pengadilan. Akibatnya, belum ada gambaran
yang lengkap tentang berbagai metode yang digunakan untuk mengelola
kependudukan di lapangan dan seberapa efektif pemulihan anak yang disebabkan
oleh inses. Untuk menentukan perbedaan antara konstruksi normatif dan praktik
pelayanan publik dan untuk mengembangkan model perlindungan yang lebih
relevan, diperlukan penelitian lanjutan yang menggunakan pendekatan empiris
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